Menimbang :

Mengingat

GUBERNUR GORONTALO
PERATURAN GUBERNUR GORONTALO
NOMOR 24 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBEBASAN DENDA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR GORONTALO,

a. bahwa sebagai akibat dari pandemic corona virus desease 19
(covid-19) yang berpengaruh terhadap ekonomi global dan
pelambatan ekonomi nasional dan sangat dirasakan oleh
masyarakat Provinsi Gorontalo umumnya dan lebih khusus
wajib pajak kendaraan bermotor, dan untuk meringankan beban
masyarakat/wajib pajak kendaraan bermotor, maka Pemerintah
Provinsi Gorontalo akan memberikan insentif kepada wajib pajak
kendaraan bermotor di Provinsi Gorontalo;

b. bahwa tujuan dari pemberiaan insentif ini adalah untuk
meringankan beban yang dialami oleh masyarakat/wajib pajak
kendaraan dalam memenuhi kewajiban dalam membayar pajak
kendaraan bermotor;

c. bahwa bahwa sesuai ketentuan pasal 107 ayat (2) dan ayat (3)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah, Kepala Daerah dapat mengatur mengenai
tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif
dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak;

d. Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor; 118/32/I111/2020
Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Non Alam Akibat Virus
Corona di Provinsi Gorontalo;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d perlu menetapkan
Peraturan Gubernur Gorontalo tentang Pembebasan Denda
Pajak Kendaraan Bermotor;

: 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan
Provinsi Gorontalo ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4060 );

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Menetapkan

Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);;

Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo Tahun
2006 Nomor 03 Seri E);

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2011 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Gorontalo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 9 Tahun 2014
tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Gorontalo
Tahun 2014 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi
Gorontalo Nomor 09);

Keputusan Gubernur Gorontalo Nomor; 118/32/111/2020
Tentang Penetapan Status Siaga Darurat Non Alam Akibat Virus
Corona di Provinsi Gorontalo;

Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/2436/SJ
Tanggal 17 Maret 2020 tentang Pencegahan Penyebaran Corona
Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Pemerintahan
Daerah;

MEMUTUSKAN:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBEBASAN DENDA PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR.
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BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Gorontalo.

2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.

3. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak atas kepemilikan
dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.

4. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar
pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak
dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

5. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta
gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan
digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan
lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi
atau tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang
bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang
dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat
secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di
air.

6. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat
SPPT adalah surat yang digunakan untuk memberitahukan
besarnya Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
yang terutang kepada Wajib Pajak.

7. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah
pokok pajak yang terutang.

8. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menetukan
besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah
kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi
administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.

9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
saelanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.
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10. Surat Tagihan Pajak Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat

11.

12,

STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau
sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak
tidak terutang dan tidak ada kredit pajak

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak
lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak

terutang.

BAB II

PEMBEBASAN DENDA PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 2

Gubernur dapat :
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif

berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang
menurut peraturan perundangundangan perpajakan daerah,
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib
Pajak atau bukan karena kesalahannya;

b. mengurangkan atau membatalkan SPPT, SKPD, SKPDKB,
SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar;

c. mengurangkan atau membatalkan STPD;

d. membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang
dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara
yang ditentukan; dan

e. mengurangkan Kketetapan pajak terutang berdasarkan
pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi
tertentu objek pajak.

Pasal 3

(1) Untuk memperoleh pembebasan denda pajak sebagaimana di
maksud Pasal 2 Peraturan Gubernur ini, wajib pajak harus
memperlihatkan bukti lunas pajak terakhir kepada petugas
pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama
Kendaraaan Bermotor;
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(2) Pembebasan denda pajak diberikan terhadap kendaraan
bermotor yang jatuh tempo pajak selang 30 Maret 2020 sampai
dengan 18 Mei 2020.

(3) Kedaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diberikan dispensasi untuk melaksanakan pembayaran pajak
kendaraan bermotor sampai dengan Tanggal 14 Juni 2020.

(4) Pelayanan pemberian pembebasan denda pajak Kendaraan
Bermotor berproses dalam mekanisme Sistem Administrasi
Manunggal Satu Atap (SAMSAT) Kendaraan Bermotor.

Pasal 4

Besarnya pemberian pembebasan atas keterlambatan membayar
Pajak Kendaraan Bermotor, ditetapkan sebesar 100%.

Pasal 5

(1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian pembebasan denda
Pajak Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud Pasal 3
Peraturan Gubernur ini, pelaksanaanya ditugaskan kepada
kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo;

(2) Petunjuk teknis pelaksanaan pemberian pembebasan denda pajak
sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, diatur lebih lanjut oleh
Kepala Badan Keuangan Provinsi Gorontalo.

Pasal 6

Ketentuan tentang Pembebasan Denda Pajak Kendaraan Bermotor
sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, tidak termasuk kendaraan
baru.

Pasal 7

Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Pembebasan Denda Pajak
Kendaraan Bermotor  sebagaimana = dimaksud Pasal 2,
pelaksanaannya ditugaskan kepada Kepala Badan Keuangan Provinsi
Gorontalo.

Pasal 8

Ketentuan mengenai pemberian Pembebasan Denda Pajak Kendaraan
Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan mulai berlaku
dari tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan 18 Mei 2020.
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BAB III
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan berdayalaku surut sejak tanggal 30 Maret 2020.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita
Daerah Provinsi Gorontalo

Ditetapkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Juni 2020

; E DITANDA TANGANI SECARA
ELEKTRONIK OLEH :

RUSLI HABIBIE
Gubernur Gorontalo

Diundangkan di Gorontalo
pada tanggal 15 Juni 2020
SEKRETARIS .FzROVINSI GORONTALO,

DARDA DARABA

BERITA DAERAH PROVINSI GORONTALO TAHUN 2020 NOMOR 24
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